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BAB IV 

PENUTUP 

A. Simpulan 

Kesimpulan dari hasil penelitian yang penulis analisis berdasarkan data 

yang ditemukan terhadap Implementasi Peraturan Mentri, Riset, Teknologi, 

Dan Pendidikan Tinggi Nomor 33 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan 

Pendidikan Anti Korupsi Di  Kalangan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas 

Bung Hatta sebagai berikut : 

1. Gambaran secara umum implementasi Peraturan Mentri, Riset, Teknologi, 

Dan Pendidikan Tinggi Nomor 33 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan 

Pendidikan Anti Korupsi Di Kalangan Mahasiswa Fakultas Hukum 

Universitas Bung Hatta secara garis besar telah terlaksana dengan sangat 

baik, sesuai dengan Pasal 3 Permen Ristekdikti Nomor 33 Tahun 2019 

mengenai 1) Penyelenggaran pendidikan melalui matakuliah 2) Kegiatan 

kemahasiswaan 3) Kegiatan Pengkajian. Di luar matakuliah pendidikan 

anti korupsi juga terdapat kegiatan-kegiatan yang dibuat oleh setiap 

bagian-bagian Hukum Perdata, Hukum Pidana, Hukum Tata Negara, 

Hukum Internasional yang berguna meningkatkan kesadaran akan 

pentingnya pendidikan anti korupsi bagi mahasiswa, namun terdapat 

kekurangan dimana tidak semua bagian hukum melaksanakan kegiatan 

yang sesuai dengan program kekhususan bidang dalam pelaksanaan 

pendidikan anti korupsi hanya pada bagian Hukum Pidana dan Hukum 

Tata Negara yang melakukan program pendidikan anti korupsi seperti 
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kegiatan  kemahasiswaan, Pengkajian, dan penyuluhan terhadap 

mahasiswa maupu masyarakat terkait pendidikan anti korupsi. 

Hambatan implementasi kebijakan Permen Ristekdikti di Fakultas 

Hukum Universitas Bung Hatta untuk saat ini hanya pada hambatan 

external dan sedikit interal, dimana hambaran external berupa kondisi 

pandemi covid-19 yang menjadikan mahasiswa tidak dapat melaksanakan 

proses belajar mengajar secara langsung dan berinteraksi kepada dosen 

dan hambatan lainnya adalah kesadaran mahasiswa dalam melek literasi 

pendidikan anti korupsi serta kurangnya dalam mengulas dan mengakses 

buku bacaan atau buku pelajaran yang berkaitan dengan matakuliah 

pendidikan anti korupsi. Mahasiswa lebih cendrung memilih kepada 

metode pembelajaran tatap muka secara langsung dan berinteraksi di 

dalam ruangan kelas. Sedangkan Hambatan internal hanya kepada 

birokrasi dan pelaksanaan dilapangan terhadap tenaga pendidik dan peserta 

didik serta penyesuaian terhadap kebiasan baru dalam metode 

pembelajaran daring. 

2. Gambaran pemahaman materi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas 

Bung hatta, berdasarkan 3 golongan berupa a) Pemahaman Mahasiswa 

Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Terhadap Permen Ristekdikti 

Nomor 33 Tahun 2019 Tentang Pendidikan Anti Korupsi. b) Pemahaman 

dan Sikap Anti Korupsi sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas 

Bung Hatta. c) Pandangan umum Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas 

Bung Hatta Terhadap Pendidikan Anti Korupsi di Indonesia, secara garis 

besar, Mayoritas adalah tergolong kepada mahasisawa yang paham dan 
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dapat mengamalkan pendidikan anti korupsi pada proses belajar mengajar 

ataupun dikeseharian dalam pergaulan dimasyarakat. 

Dalam analisis yang penulis temukan juga terdapat faktor internal 

maupun eksternal berkaitan dengan pencegahan prilaku koruptif dalam diri 

mahasiswa Fakultas Hukum, faktor internal yang dimaksud adalah masih 

banyak mahasiswa yang memilih bahwa faktor internal seperti karakter 

diri dan pemahaman yang religius dapat mencegah perbuatan dan prilaku 

koruptif bagi mahasisawa maupun nanti pada saat berada dilingkungan 

kerja, sedangkan perilaku koruptif pada faktor external berupa sistem 

pendidikan, budaya korporasi dan regulasi penegakan hukum menjadi 

faktor utama maraknya kasus korupsi yang dilakukan oleh sarjana pada 

masyarakat. Penggerusan nilai-nilai moral menjadi permasalahan yang 

berada diluar kewenangan Universitas dalam implementasi nilai-nilai anti 

korupsi. 

B. Saran 

1. Dalam Implementasi Peraturan Mentri, Riset, Teknologi, Dan Pendidikan 

Tinggi Nomor 33 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anti 

Korupsi, Diharapkan semua program studi di Universitas Bung Hatta juga 

melakukan metode dan penyelenggaran yang terpadu seperti yang 

dilakukan oleh Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta. 

2. Penyelenggaraan pendidikan anti korupsi tidak hanya terfokus kepada 

matakuliah pendidikan anti korupsi, namun masing-masing bidang hukum 

melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bertemakan nilai-nilai pendidikan 
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anti korupsi namun tetap sesuai dengan program kekhususan dimasing-

masing bidang.  

3. Implementasi nilai-nilai anti korupsi terhadap mahasiswa haruslah 

dilakukan pengawasan atau monitoring melalui rangkaian analisis yang 

sistematis pada setiap tahunnya, ini bertujuan untuk mengetahui 

perkembangan dan pelaksanaan nilai-nilai anti korupsi di Fakultas Hukum 

dengan tujuan agar mengetahui perkembangan budaya anti korupsi di 

Fakultas dan dapat menjadi sumber evaluasi metode dan sistem 

pembelajaran yang sesuai dan relevan dalam perkembangan zaman. 
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